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Pemilihan judul "Penyerahan Barang Ti dak Bergerak 

Sebagai Kontra Garansi Dalam Perjanjian Garansi Bank" 
i# - ' 

dilatarbelakangi oleh alasan-alasan bahwa dengan semakin 

meningkatnya pembangunan di berbagai bidang akan membawa 

pengaruh positip terhadap perkembang an ekonomi nasional. 

Selain itu karena pembangunan tidak dapat dipisahkan dari 

adanya kebutuhan anggaran, Oleh karena i tu peranan bank 

untuk memenuhi anggaran yang t el ah ditetapkan. menduduki 

posisi yang sangat penting, karena bank memil iki. potensi 

dana yang .memadai. Bank dalam membantu ma~yarakat untuk 

menyalurkan dana y ang di miliki melalui berbagai jalan, 

antara lain menyalurkan kredi t dan lain sebagainya. Di sam-

p ing itu bank guna membantu n asabah untuk melakukan suatu 

pekerjaan tertentu dap at memberi bantuan ber upa dan dalam 

bentuk jaminan bank , a tau yang dikenal dengan garansi bank. 

Garansi b ank dalam pelaks anaannya h arus mentaati 

ketentuan yang tel ah dite t apkan baik itu peraturan perun­

da~g-undangan maupun per aturan perbankan . Bahwa suat u 

garansi bank sebagaimana yang telah di tetapkan di dalam 

pasal 23 ayat (7) Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang 

pokok-pokok pe rbankan, ditentukan bahwa dalam suatu g aransi 

bank harus diikuti dengan suatu penyerahan kontra garansi. 

Kontra garans i dimaksud adalah suatu p enyerahan benda bai k 

be rge rak maupun t idak berge rak untuk diikat dalam perjanji-

an garansi bank. Kontra garans i ini be rmacam-macam, dap at 

be rup a uang tunai, barang be r ge rak dan. tidak be r ge rak. 

Untuk membatas i pembahasan masalah dalam skrip si ini di-
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bahas hanya terbatas pada penyerahan barang tidak bergerak 

sebagai ~ontra garansi dalam perjanjian garailsi bank. Jadi 

yang diserahkan di sini hanyalah barang yang tidak bergarak, 

misalnya hak atas tanah berikut segala yang berada di atas 

nya. Penyerahan kontra garansi khususnya barang tidak ber-

gerak memiliki konsekwensi yang satu sama lain sangat ber-

beda. Misalnya un tuk j enis tanah hak milik, :gak guna us aha 

dan hak guna bangunan memanf'aa tka n lembaga j aminap:. hipotik 

atau credietverband. Sedangkan hak lainnya dapat mengguna­

kan padd dan f'iducia. 

Berkenaan dengan lembaga j aminan a tau cara pengika t-

an kontra garansi dimaksud bertujuan ag ar bank tidak diru-

gikan, demikian pula dengan pemohon ga r ans i, maka cara 

pengikatannya me me r l uk an tindakan pref'enti v , misalnya 

dengan memanf'aatkan l embaga jaminan hipo t i k. Oleh karena 

suatu penyerahan k on tra garansi ini mer upak an kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh pihak pemi nta garansi, maka hak 

dan kewajiban k edua be lab pihak haru s d i tuangkan dalanr 

perjanjian garansi bank. Dengan demikian perlu dicari 

cara yang ef'ektif' untuk mengikat barang tidak bergerak 

sebagai kontra garansi sehingga jika sewaktu-waktu terjadi 

wanprestasi bank dengan mudah mencairkan kontra garansi 

dimaksud. 

Tujuan dari peneli tian tidak lain ial ah berusaha 

memahami permasalahan garansi bank berkai tan dengan kontra 
..,~. . t ' 

garansi, khusus barang tidak bergerak_. Selain i tu berusaha 

menemukan cara-cara yang lebih bamk dan menguntungkan bagi 
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bank se l aku penjamin. 

Metode yang dipergunakan. dalam p enyusunan skrip si 

ini ialah metode yuridis normatif, artinya pembahasan masa-

1 ahnya bertumpu atas peraturan perundang-undangan yang me­

ngaturnya, misalnya Kitab Undang-undang Hukum P~rdata, 

Kitab Undang-undang Hukum Dag ang dan Undang-undang No. 14 

tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan~ Pendekatan yuri­

dis praktis diperlukan, dengan cara mengadakan pengamatam 

lapangan. 

J adwal waktu penel i tian, di l akukan se j ak tanggal 10 

Januari 1991 s ampai den gan 1 Februar i 1991. Pokok basi l 

peneli tian ial ah, bahwa di dalam p rakt ek b ank mengikat 

barang tidak be r gerak s e bagai kont r a g aransi banyak meman­

faatkan jaminan h i po t ik, atau paling t idak untuk mengaman­

kan garansi b ank yan g telah dibe rikan dal am perjanjian 

garansi bank, di cantumkan klausula memasang hipotik atas 

tanah sebagal kontr a garansi. 

Obyek p enelitian terbat as pad a c ara pengikatan 

b arang tidak bergerak sebaga i kontra garansi ~ang lebih 

efektif dan berdaya guna dan lebih menguntungkan bank 

selaku penj amin. Di samping i tu mengkaji pula tingkat 

profitability bank dengan kontra garansi yang ~ tekag ter­

masuk dalam perj anjian gar ansi bank. Lokasi peneli tian .. -

yaitu di perpustakaan Universitas .Surabaya dan pada PT. 

Bank Pacific c abagng Surabaya. 

Kesimpulan yang diperoleh bahwa pengikatan kontra 

garansi atau penyerahan kontra garansi dalam suatu per-



j anji an gar ansi bank, bank banyak memanf'aatkan lembaga 

jaminan hipotik dari pada lembaga jaminan lainnya dan ada 

kalanya bank membuat grosse akta notaris terhadap garansi 

bank yang dikeluarkan sehubungan dengan kontra garansi. 

Karena dengan cara ini apabila pemohon garansi cidera janji 

maka bank dapat mencairkan kontra garansi tersebut dengan 

mudah tanpa hambatan. Sebab dap at langsung mint a kepada .. 
Pengadilam untuk mengekkekkn:i,.;. kontra g ar ansi i tu. Di sam­

ping itu bank dalam hal mengeksekusi melalui Badan Urusan 

Piutang N~gara (BPUPN) digunakan t er hadap piutang dari 

bank pemerintah . Bahwa di dal gn prakt ek peranan Pengadilan 

suatu sarana penyekes aian masalah dalam kai tannya ~engan 

kontra garansi dirasakan l ebih e:f'ekt if'. 


